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ABSTRAK

KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Oleh

Rian Andri Wibowo

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan perwujudan dari Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) yang telah dihapus melalui amandemen ke 1V UUD
NRI Tahun 1945. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 mengamahkan kepada presiden
untuk membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di Indonesia serta
menjelaskan kedudukan dewan pertimbangan presiden pasca perubahan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2006 berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perubahan kedudukan Wantimpres dari
yang sebelumnya sebagai lembaga pemerintah dibawah presiden saat ini
kedudukannya menjadi lembaga negara, hal ini memang tidak melanggar
ketentuan didalam UUD NRI Tahun 1945. Namun perubahan yang dilakukan
tidak lebih baik dari sebelumnya, karena perubahan yang dilakukan tidak
menyasar pada aspek fundamental seperti terkait tugas, fungsi dan
kewenangannya yang benar-benar dapat mengoptimalkan keberadaan wantimpres
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang seharusnya dilakukan
berkenaan dengan tugas, fungsi serta kewenangan dari Wantimpres tersebut.

Kata Kunci: Wantimpres, Dinamika, Kedudukan, Lembaga.



ABSTRACT

POSITION OF THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL
FOLLOWING THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2006
CONCERNING THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL

By

Rian Andri Wibowo

The Presidential Advisory Council (Wantimpres) is the embodiment of the
Supreme Advisory Council (DPA) which was abolished through the IV
amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 16 of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the president to form
a council tasked with providing advice and consideration to the president. This
study aims to explain the dynamics of the regulation of the presidential advisory
body in Indonesia and to explain the position of the presidential advisory body
after the amendment to Law Number 19 of 2006 based on the 1945 Constitution
of the Republic of Indonesia. This study is a normative legal study using a
conceptual approach, a legislative approach and a historical approach. The results
of this study indicate that there has been a change in the position of the
Wantimpres from previously being a government institution under the current
president to now being a state institution, this does not violate the provisions of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the changes made
are not better than before, because the changes made do not target fundamental
aspects such as those related to its duties, functions and authorities that can truly
optimize the existence of the Wantimpres in the Indonesian state system. The
changes that should be made relate to the duties, functions and authority of the
Wantimpres.

Keywords: Wantimpres, Dynamics, Position, Institution.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) telah tercatat dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. DPA dihapus melalui amandemen
ke empat yang dimuat dalam Bab 111 Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD NRI
Tahun 1945.) Menempatkannya di posisi yang sama dengan lembaga tinggi
negara lainnya pada saat itu seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).2

Bab 11l Kekuasaan Pemerintahan Negara UUD NRI Tahun 1945, Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggantikan DPA. Perubahan ini
menunjukkan bahwa dewan yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada presiden masih diperlukan, tetapi statusnya berganti
menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan bertanggung jawab
kepada presiden. Dalam risalah rapat Panitia Ad-Hoc dijelaskan bahwa tujuan
penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara adalah untuk mencegah
kerancuan dalam struktur pemerintahan negara.® Penyebutan dewan pertimbangan
presiden dimaksudkan untuk menghindari kerancuan dengan presiden atau
lembaga negara lainnya sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945.*

Berdasarkan Perubahan Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945, fungsi
wantimpres adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden. Namun,

pekerjaan tersebut dilakukan secara proaktif, bukan hanya atas permintaan atau

! Fitri, S. D., & Bustanuddin, B. (2021). Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan
Presiden Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Limbago: Journal Of Constitutional Law, 1. (2),
hal. 283

2 Ahmad Fachrudin Et Al., Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2017, Jakarta, 2017, hal.
3

3 Buku Kedua Jilid 7A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | Badan Pekerja MPR RI Ke-31
S/D Ke-35 Tanggal 18 September S/D 25 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR R,
Sekretariat Jenderal MPR RI.

* Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden



perintah presiden. Menurut risalah sidang tugas fungsional dibatasi hanya pada
tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan negara. Oleh karena itu,
kehidupan pribadi presiden tidak terpengaruh oleh perannya sebagai penasihat,
meskipun dia diangkat oleh presiden.’

Masa reformasi, masyarakat menginginkan adanya pembaharuan
ketatanegaraan dalam UUD NRI 1945 untuk memperkuat sistem presidensial dan
menata lembaga negara. Dalam rencana revisi UUD NRI Tahun 1945, usulan ini
mengusulkan untuk menghapus DPA, yang dianggap tidak efektif dalam
memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan
pada kenyataan bahwa nasihat atau pertimbangan yang berikan tidak mengikat
presiden, sebaliknya presiden dan DPA adalah lembaga tinggi negara yang setara
secara kelembagaan.®

Ketidakefektifan DPA dalam menjalankan kewajibannya sebagai Dewan
Penasihat adalah alasan utama mengapa DPA dihapus dari sistem ketatanegaraan
Indonesia.” Wantimpres kemudian dibentuk untuk mengemban tugas yang
sebelumnya diemban oleh DPA, namun statusnya sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab
kepada Presiden. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar keberadaan
dewan pertimbangan presiden. Presiden membentuk dewan ini untuk memberikan
saran dan pertimbangan kepadanya yang kemudian diatur dengan undang-
undang.®

Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden membentuk
suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan
kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya
Presiden SBY membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada
tahun 2007 tetapi kedudukannya tidak setara dengan presiden atau lembaga
negara lainnya, seperti DPA sebelum UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan

® Mahkamah Konstitusi, “Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Latar
Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999 — 2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara
Jilid 17, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKk, 2010), him. 692.

® Ibid. him. 692.

7 Jimly Asshiddigie, Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung, Konstitusi Press, Jakarta,
2005, hal. 115.

® https://wantimpres.qgo.id/id/tugas-dan-fungsi/ (Di Akses Pada 20 September 2024, Pukul
01.15 Wib)
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberi nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden.’

Rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2024-2025, DPR dan
pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Undang-undang yang kemudian
ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 64 Tahun 2024. Beberapa pasal antara
lain:*°

1. Mengubah nama lembaga dewan pertimbangan presiden menjadi
wantimpres RI.

2. Mengubah Pasal 2 dengan menjadikan wantimpres sebagai lembaga
negara yang bertanggung jawab kepada presiden namun tidak
dinyatakan berkedudukan dibawah presiden.

3. Mengubah ayat (1) Pasal 7 yang menyatakan jumlah anggota
wantimpres menjadi tidak terbatas menjadi tidak terbatas berdasarkan
kebutuhan presiden dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mengubah Pasal 8 yang mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota
wantimpres khusus Pasal 8 huruf g mengisyaratkan anggota
wantimpres tidak pernah menjalani hukuman penjara selama lima
tahun atau lebih.

5. Menambah aturan pada Pasal 4 dengan menyebutkan bahwa anggota
wantimpres merupakan pejabat pemerintahan.

6. Frasa jabatan, manajerial, dan non manajerial diperbarui agar sesuai
dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

7. Menambah rumusan lembaran negara dan ekstra lembaran negara pada
Pasal 2 angka 2.

8. Menambah ketentuan tentang tugas dan pemeriksaan pelaksanaan
undang-undang.

Dari delapan poin perubahan tersebut menarik untuk kaji pada Pasal 2 ayat
(1) dan (2) yang mengubah kedudukan Wantimpres yang sebelumnya merupakan
lembaga pemerintah dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
saat ini kedudukannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada
presiden akan tetapi tidak dinyatakan sebagai berkedudukan dibawah Presiden.
Lebih dari itu menarik untuk dikaji terkait dinamika pengaturan lembaga

pertimbangan dan penasihat presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

® Ahmad Fachrudin Et Al, Op. Cit. him. 4.

10 https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Paripurna-Dpr-Setujui-8-Poin-Substansi-
Perubahan-Uu-Wantimpres-Lt66ebd6ce7633e/?Page=2 (Di Akses Pada 25 September, Pukul
23.53 Wib)



https://www.hukumonline.com/Berita/A/Paripurna-Dpr-Setujui-8-Poin-Substansi-Perubahan-Uu-Wantimpres-Lt66ebd6ce7633e/?Page=2
https://www.hukumonline.com/Berita/A/Paripurna-Dpr-Setujui-8-Poin-Substansi-Perubahan-Uu-Wantimpres-Lt66ebd6ce7633e/?Page=2

Perubahan kedudukan Wantimpres sebagai lembaga negara yang
bertanggung jawab kepada presiden namun tidak dinyatakan berkedudukan
dibawah presiden menimbulkan dirkursus dikalangan akademisi. Karena seakan-
akan pemerintah dan DPR sedang membuat definisi dari jenis lembaga baru yang
ada di indonesia. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan kajian mendalam
terkait bagaimana dinamika pengaturan lembaga pertimbangan di Indonesia dan
bagaimana kedudukan dewan pertimbangan presiden pasca perubahan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dinamika Pengaturan Lembaga Pertimbangan Presiden di

Indonesia ?

2. Bagaimana Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Pasca
Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan

Pertimbangan Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dinamika pengaturan lembaga pertimbangan
presiden di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan kedudukan dewan pertimbangan presiden RI pasca
perubahan Undang-Undang Nomorl9 Tahun 2006 berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan
secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis



Kegunaan secara teoritis ini diharapkan dapat menjadi bahan
referensi dalam objek kajian yang sejenis, serta menjadi pemahaman
terkait kedudukan dewan pertimbangan dan penasihat presiden pasca
adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Dewan Pertimbangan Presiden.

Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan hasil tulisan serta penelitian
mengenai kedudukan dewan pertimbangan dan penasihat presiden
pasca adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat menjadi suatu. informasi

dan referensi serta edukasi bagi masyarakat.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Para filsuf telah mengembangkan konsep negara hukum sejak zaman
Yunani Kuno. Dalam buku “the Republik”, Plato pada awalnya berpendapat
bahwa mungkin untuk membangun negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang
berbasis kebaikan. Seorang filosof atau raja filsuf harus memegang kekuasaan.
Namun, Plato menyatakan dalam bukunya “the Statesmern ” dan “the Law” bahwa
bentuk terbaik kedua atau bentuk terbaik kedua menempatkan supremasi hukum.
Pemerintahan yang diatur oleh hukum akan mampu mencegah kekuasaan
seseorang merosot. Menurut Aristoteles, pada saat yang sama, tujuan negara
adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible), yang
dapat dicapai dengan supremasi hukum.!

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berarti bahwa sistem
ketatanegaraannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku saat ini. Setiap
orang sama di depan hukum (equality before the law), kekuasaan harus tunduk
pada hukum (supremacy of law), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan
cara yang tidak bertentangan dengan hukum.*? Indonesia sebagai negara hukum
memiliki implikasi yuridis bahwa kedaulatan tertinggi didasarkan pada hukum.
Konsep dan teori kedaulatan hukum mengatakan bahwa hukum adalah kekuasaan
tertinggi negara, dan semua alat negara, termasuk warga negara, harus tunduk dan

patuh pada hukum.*?

" Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. Fiat
Justicia Jurnal llmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus, 2012, him. 141.

12 Didik Sukriono, 2010, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Malang : Setara
Press, him. 20.

13 B. Hestu Cipto Handoyo, 2012, Hukum Tata negara Indonesia, Yokyakarta; Cahaya
Atma, him. 18.



Menurut Krabe, negara hukum adalah negara yang berfungsi sebagai
penegak hukum dan dalam segala tindakannya harus tunduk pada hukum yang
berlaku. Negara hukum, atau rule of law, atau rechtsstaat didefinisikan sebagai
kedaulatan hukum atas individu dan pemerintah yang diatur oleh hukum.**

Menurut Soentandyo Wignojosoebroto, supremasi hukum adalah upaya
untuk menegakkan hukum dan menempatkannya pada urutan yang paling tinggi
sehingga dapat melindungi dan menyejahterakan rakyat tanpa intervensi dari
pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.® Konstitusi dalam pandangan
supremasi hukum yang dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945, berfungsi sebagai
hukum tertinggi dan hukum dasar untuk pembentukan setiap peraturan
perundang-undangan dan juga berfungsi sebagai dasar bagi seluruh tata kehidupan
negara.

Adanya pemisahan kekuasaan negara adalah salah satu ciri negara hukum.
Ide-ide dari John Locke dan Montesquie adalah dasar teori ini. Menurut John
Locke ada tiga lembaga kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan eksekutif,
kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Konsep trias politik diciptakan oleh
Montesquieu yang mengembangkan ide Locke. Menurut Montesquieu kekuasaan
negara terdiri dari tiga cabang yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,
dan kekuasaan yudikatif.*®

Konsep Trias Politica mengatakan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak
diberikan kepada orang yang sama untuk mencegah orang yang berkuasa
menyalahgunakannya. Menurut Monsterquieu, dalam bukunya L'esprit des lois
(The Spriti of Laws), konsep Trias Politica memberikan gagasan tentang
kehidupan bernegara dengan membagi kekuasaan sehingga mereka dapat saling

mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain (check and balances). Namun,

| Dewe Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitusional Complaint)
Upaya Hukuum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta : Sinar
Grafika, him. 23.

5 Nurul Qamar, 2011, Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, Jurnal limiah Hukum,
Vol. 13, No. 2. him. 152

16 Belly Isnaeni., 2021 Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan
Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. Jurnal Magister llmu Hukum., Vol. 6. No. 2. him.
83



kekuasaan juga harus dibatasi supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu
pihak."’

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai analis untuk
terkait bagaimana dinamika pengaturan lembaga pertimbangan di Indonesia dari
masa pra kemerdekaan sampai adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 64
Tahun 2024 tentang Wantimpres RI. Analisis ini bertujuan untuk memastikan
dinamika pelembagaan pertimbangan presiden berjalan sesuai dengan prinsip
kekuasaan harus tunduk dan patuh pada hukum tertinggi suatu negara (supremasi
hukum).

Pada saat yang sama teori negara hukum digunakan untuk memastikan
keberjalanannya sistem check and balanced agar tidak ada peluang terjadinnya
kekuasaan berada secara berlebihan di tangan lembaga eksekutif (executive heavy)

yang berpotensi melemahkan lembaga yang lain semacam parlemen (legislative).

B. Teori Lembaga Negara

Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan
atau organisasi yang melakukan pekerjaan atau penelitian akademik.'® Dalam
bahasa Inggris, lembaga negara disebut sebagai political institution, sedangkan
dalam Bahasa Belanda disebut staatsorgaan. Dalam Bahasa Indonesia, lembaga
negara juga disebut sebagai badan negara dan organ negara.® H. A. S Natabaya
mengatakan bahwa menyebut badan negara, lembaga negara, dan organ negara
memiliki arti yang sebenarnya kurang lebih sama. Sangat mungkin bahwa
ketiganya menggunakan penyebutan itu untuk sebuah organisasi yang memiliki
fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini,
mereka dapat menggunakan kata “badan negara”, “lembaga negara”, atau “organ

negara”, asalkan semuanya digunakan dengan cara yang konsisten.”

7 Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan Dkk., 2023 Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem
Pemerintahan Di Indonesia., Jurnal Lex Administratum., Vol. 12. No. 5. him. 2.

'8 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, “Lembaga”, KBBI daring,
https://kbbi.web.id/lembaga, diakses pada 09 Mei 2025, Pukul 22.22

19 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, him. 31.

% H.A.S. Natabaya, Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945 dalam menjaga denyut
Konstitusi, Jakarta:Konstitusi Press, 2004,him. 60-61.



Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau “Civilizated
Organization ” yang didirikan oleh negara, dari negara, dan untuk negara dengan
tujuan membangun negara itu sendiri.”* Sederhananya, lembaga negara adalah alat
perlengkapan negara, seperti yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945.
Sebenarnya, istilah organ negara atau organisasi negara berbeda dari organ
swasta, organisasi Masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO) Oleh karena itu,
lembaga apa pun yang tidak dibentuk oleh masyarakat dapat disebut sebagai
lembaga negara. Lembaga pemerintahan negara dapat berada dalam ranah
legislatif, eksekutif yudikatif, atau campuran.??

Dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, Hans
Kelsen menjelaskan konsep lembaga negara atau organ negara dengan
mengatakan, “Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh
suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak
selalu berbentuk organic”. * Dengan kata lain, orang yang menjalankan fungsi
atau jabatan tertentu dalam kegiatan negara sama dengan organ negara.

Organisasi negara juga memiliki alat yang mirip dengan yang dimiliki
manusia untuk bergerak dan bekerja. Istilah alat perlengkapan negara dapat
mengacu pada berbagai organisasi, lembaga, forum, instansi, institusi tambahan
(state auxilaries), badan-badan independen (state bodies atau self-regulating
bodies), dan perusahaan negara.?*

Konsep pemisahan kekuasaan (trias politica) digunakan oleh banyak
lembaga negara untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan dibagi. Di Indonesia,
misalnya, kekuasaan eksekutif diwakili oleh lembaga presiden, kekuasaan
legislatif diwakili oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif diwakili oleh lembaga
negara yang disebut MA dan MK. Sistem pemerintahan akan dibentuk oleh

2! Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara

22 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
him. 30-31. Baik pada tingkat nasional atau pusat maupun daerah, bentuk-bentuk organisasi negara
dan pemerintahan itu dewasa ini berkembang sangat pesat. Karena itu, doktrin trias politica yang
biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandalkan bahwa tiga fungsi kekuasaan
negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi
untuk dijadikan rujukan. Lihat halaman 32-33.

2 Laurensius Arliman S, 2024 Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan
Penguatan Lembaga Negara Di Indonesia., Ensiklopedia Of Journal. Vol. 6. No. 3. him 313

 Hendra Nurtjahjo, llmu Negara : Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen,
Rajawali Press, Jakarta, 2005, him. 57-58.
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hubungan yang ada di antara lembaga negara tersebut. Bintan R. Saragih
menggambarkan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau
tatanan lembaga negara yang berhubungan satu sama lain secara langsung
maupun tak langsung menurut pola atau rencana untuk mencapai tujuan negara.”

Dalam teori norma sumber legitimasi, Jimly Asshiddigie mengatakan
hieraki kelembagaan dibagi menjadi tiga tingkatan. Lembaga negara terdiri dari
tiga tingkat. Tingkat pertama adalah lembaga tinggi negara, yang dibentuk
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tingkat kedua adalah lembaga negara yang
diberi otoritas secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, meskipun mungkin
juga memiliki otoritas dari Undang-undang. Tingkat ketiga adalah lembaga
daerah.?® Selain itu, ada lembaga negara lainnya yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.?” Sebagai contoh, komisi
dibentuk oleh undang-undang, tetapi seluruh tugasnya diberikan kepada presiden,
menteri, atau. pejabat yang ditunjuk untuk melakukannya.?®

Dalam penelitian ini, teori lembaga negara digunakan sebagai pisau
analisis lebih lanjut terkait bagaimana wantimpres sebagai lembaga pemberi
nasihat dan pertimbangan presiden dapat berfungsi sebagai alat perlengkapan
negara yang sesuai dengan tujuan pembentukan organ-organ negara. Analisis
yang dimaksud adalah terkait dengan aspek kedudukan, tugas dan fungsi serta

kewenangan dari lembaga Dewan Pertimbangan Presiden.

C. Jenis Lembaga Negara Di Indonesia

Lembaga negara adalah alat kelengkapan negara, yaitu institusi yang
dibuat untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara adalah hasil
dari pembagian kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh

konstitusi dan diatur dalam undang-undang dan undang-undang lainnya. Jimly

% Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta; Total Media, 2007. hal. 27
% Jimly Assiddigie. 2006. Op Cit, him. 43-45.

*" 1bid., him 216

% 1bid., him 217
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Assiddigie mengatakan bahwa pembagian atau pembagian kekuasaan tersebut
dilakukan untuk mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang.”®

Pembagian kekuasaan berkaitan erat dengan kelembagaan negara yang
merupakan hal fundamental dalam penyelenggaraan negara, oleh sebab itu
pengaturannya harus termuat dalam konstitusi. Menurut Mr. J. G. Steenbek® yang
telah dikutip oleh Sri Soemantri didalam disertasinnya, konstitusi haruslah berisi 3
pokok yakni :

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan

3. Adanya pembagian dan pembatasan kekuaasaan tugas dan

ketatanegaraan yang bersifat fundamental

John locke melihat negara sebagai satuan yang harus mampu mengadakan
hubungan baik, baik di dalam maupun ke luar sehingga kekuasaan federatif
sebagai kekuasaan yang paling penting. Dalam teori ini, yudikatif dianggap
sebagai bagian dari skekuasaan eksekutif yang mencangkup upaya penegakan
hukum. Menurut John Locke® sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Assiddigie
membagi kekuasaan menjadi tiga fungsi yakni ;

1. Fungsi legislatif (pembuat undang-undang)
2. Fungsi eksekutif (pelaksana undang-undang)
3. Fungsi federatif (menjalin hubungan dengan negara lain)

Sementara itu menurut Montesquieu menaruh perbedaan sedikit dalam
pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang yang lebih menekankan fungsi negara
dalam menagakan hak-hak warga negarannya sehingga dapat memperoleh
keadilan melalui mekanisme atau lembaga peradilan, tiga cabang tersebut dikenal
dengan istilah Trias Politica yakni :

1. Kekuasaan legislatif (pembentuk undang-undang).
2. Kekuasaan eksekutif ( pelaksana undang-undang).
3. Kekuasaan yudikatif (menegakana hukum)

2 Jimly Assiddigie. 2011. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, him. 138.

%0 Sri Soemantri, 2006. Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Edisi Kedua Cetakan
Kesatu). Bandung: Alumni. him 60.

31 Jimly Assiddigie, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
him 283.
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Van Vollenhoven menyampaikan sedikit perbedaan sebagaimana yang
dikuti oleh Jimly Assiddigie®* yang membagi kekuasaan menjadi empat fungsi

yang dikenal dengan istilah “catur praja”, yakni :

Fungsi regeling (pengaturan),

Fungsi bestuur (administrasi pemerintahan),
Fungsi rechtsspraak (yudisial), dan

Fungsi politik (ketertiban dan keamanan).

NS

Lembaga negara terdiri dari dua komponen utama yakni organ dan fungsi.
Sementara wadah atau bentuknya adalah organ, fungsi adalah isinnya. Jimly
Assiddigie mengatakan bahwa naskah UUD NRI Tahun 1945 terdapat 34 organ
negara. Beberapa organ disebutkan dengan nama, sementara yang lain hanya
menyebutkan fungsinya. Selain itu, peraturan yang lebih rendah akan mengatur
nama, fungsi, dan kewenangan organ atau lembaga. Oleh karena itu, lembaga
negara dapat diklasifikasikan berdasarkan hirarki dan fungsinya.®

a. Lembaga Negara Dari Segi Hirarki

Lembaga negara berdasarkan hirarkinya dapat dibedakan ke

dalam 3 (tiga) lapis yaitu:

1) Lembaga Tinggi Negara

Nama, fungsi, dan kewenangan Lembaga Negara lapis
pertama, juga disebut Lembaga Tinggi Negara, didasarkan pada
Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945
mengatur kewenangan Lembaga Tinggi Negara, yang kemudian diatur
lebih rinci dalam Undang-Undang. Presiden dan Wakil Presiden,
MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK adalah lembaga tinggi negara

Indonesia.

2) Lembaga Negara
Lembaga negara lapis kedua, juga dikenal sebagai lembaga
negara, memiliki sumber kekuatan dari UUD NRI Tahun 1945 atau

dari regulator. Lembaga negara lapis kedua, yang otoritasnya berasal

%2 Jimly Assiddigie, Ibid. him. 284,
% Jimly Assiddigie. 2010., Op. Cit. him. 90.
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dari UUD NRI Tahun 1945, termasuk Menteri Negara, Komisi KY,
TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral, dan lain-lain. Namun,
lembaga tersebut tidak termasuk dalam kategori Lembaga Tinggi
Negara. Hal tersebut , menurut Didik Sukriono. karena:

a) Fungsinya hanya sebagai pendukung atau pendukung
fungsi utama misalnya, KY berfungsi sebagai pendukung
fungsi kekuasaan kehakiman.

b) Pemberian kewenangan konstitusional hanya bertujuan
untuk menegaskan statusnya sebagai lembaga yang
independen, meskipun tetap berada dalam ranah atau
domain pemerintahan misalnya, TNI, Kepolisian Negara.

c) Kewenangan pokoknya di UUD NRI Tahun 1945 hanya
didasarkan pada implikasi, bukan ditetapkan secara
eksplisit ~ (strict  sence). Contohnya, kewenangan
penyelenggara pemilihan umum yang terkait dengan KPU.

d) Karena UUD NRI Tahun 1945 tidak menetapkan
kelembagaan atau kewenangannya secara eksplisit, hanya
disebut “akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang”,
misalnya Bank Sentral.

Komnas HAM, KPI, KPK, KPPU, dan lain-lain adalah
lembaga negara lapis kedua yang kewenangannya berasal dari undang-
undang. Meskipun mereka memiliki dasar atau sumber kekuasaan
yang berbeda, kedua jenis lembaga negara yang disebutkan di atas
dapat dibandingkan satu sama lain, perbedaan hanya terletak pada
kedudukannya, yang tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Karena
keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun
1945, tidak mungkin untuk ditiadakan atau dibubarkan hanya karena
kebijakan yang dibuat saat itu.

Menurut Ni’matul Huda lembaga negara lapis ketiga hanya
memiliki otoritas dari presiden sebagai kepala pemerintahan

(kebijakan presiden), yang berarti bahwa pembentukan, perubahan,
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bahkan pembubaran lembaga tersebut bergantung pada kebijakan
presiden. Misalnya, KON dibuat berdasarkan kebijakan presiden,
pengaturan terkait lembaga tersebut hanya dapat diatur dalam Perpres
yang bersifat regeling, dan pengangkatan anggota lembaga hanya

dapat dilakukan dengan keputusan presiden.*
3) Lembaga Daerah

Lembaga daerah atau lembaga negara lapis ketiga, berfungsi di
wilayah yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, seperti Pemda
Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati, DPRD Kabupaten,
Pemkot, Walikota, dan DPRD Kota.

b. Lembaga Negara Dari Segi Fungsi

Adalah lembaga negara dengan tiga fungsi utama yaitu
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai contoh, dalam cabang
yudisial atau fungsi kehakiman, ada dua pelaksana kekuasaan ini:
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Namun, KY bukan
lembaga penegakkan hukum, tetapi berfungsi sebagai lembaga
penegak etika kehakiman.

Terkait dengan teori jenis lembaga negara di Indonesia dan
berbagai pengertian tentang lembaga negara baik dari segi hierarkie
dan fungsinya. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis pada
perubahan secara kelembagaan dan kedudukan dari Dewan
Pertimbangan Presiden yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres. Perubahan yang telah
ditetapkan itu haruslah mengacu pada teori-teori diatas guna
memastikan perubahan kelembagaan Wantimpres tetap selaras dengan
UUD NRI Tahun 1945.

% Ni’matul Huda, 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta;
Ul Press. him. 91.



I11.  METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian terhadap hukum dalam kedudukannya sebagai norma.* Penelitian
hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada
penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan (law in book).*

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dinamika lembaga pertimbangan
dan penasihat presiden di Indonesia serta kedudukannya dalam sistem
ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari
berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan
komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi
|.37

pasa
kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada aspek sejarah (historis) dan

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada
pengumpulan data dan analisis tinjauan kepustakaan dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah
(historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan
demikian, untuk melengkapi pendekatan tersebut diperlukan pendekatan dengan

mengkaji teori-teori hukum, doktrin hukum para ahli, serta sumber hukum lainya.

% | Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2016 Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penelitian
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, him. 13.

% Efendi Jonaedi Dan Ibrahim Jhonny., 2018 Metode Penelitian Hukum Normatif Dan
Empiris. (Depok Prenada Media Group. him 123

" Abdulkadir Muhammad, 2010 Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung Pt. Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 20
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Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua permasalahan norma didalam undang-undang tentang
wantimpres yang harus disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan
Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi.®

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan dari
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.*

Pendekatan historis (historicalapproach) adalah pendekatan yang
didasarkan pada sejarah. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan
sejarah, akan lebih memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penelitian yang
lebih objektif, karena seorang peneliti akan lebih memahami sebeluk-beluk
hukum yang diteliti. Dalam penelitiannya akan diperoleh data-data sejarah hukum
yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya (sejarah perundang-undangan)
maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.*°

Melalui pendekatan penelitan hukum secara normatif diharapkan dapat
menghasilkan alasan hukum (legal reasoning) atas suatu peristiwa yang terjadi,
serta memperoleh teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi. Serta melalui pendekatan ini diharapkan dapat melihat suatu kebenaran
terkait dengan dinamika dan kesesuaian lembaga penasihat dan pertimbangan
presiden pasca adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan kajian ilmiah yang baik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum

tata negara kedepan.

%8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 157.

%9 peter Mahmud Marzuki, Ibid., him.135.

%0 Suhaimi Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, Jurnal
YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018. him. 209
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C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah hasil dari kajian kepustakaan (library
research). Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan, data sekunder diperolen dengan mempelajari dan
mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan.** Adapun ada tiga bahan
hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat
dan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum yang berupa
peraturan dasar, peraturan perundang- undangan, norma atau kaidah
hukum serta risalah persidangan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang
digunakan antara lain :

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4670).

c. Undang-undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6997).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi
atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan
implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini misalnya artikel ilmiah, buku, makalah, teori atau pendapat
para sarjana dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara

lain :

“L1bid, him. 122.
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a. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara
Jilid 1.

b. Buku Kedua Jilid 7A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc | Badan
Pekerja MPR RI Ke-31 S/D Ke-35 Tanggal 18 September S/D 25
September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI, Sekretariat
Jenderal MPR RI.

c. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

d. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor 64 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun
2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

misalnya website, artikel dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan
(library research) dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, mencatat serta
mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintahan dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup

penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan
metodepenelitian kualitatif. Data yang dikumplkan dan diperoleh akan dianalisis
dan di korelasikan dengan masalah yang diteliti melalui mekanisme deskriptif dan

sistematis.

F. Analisis Data

Sebagaimana pengolahan data dilakukan dengan metode penelitian
kualitatif dengan menganalisis secara deduktif dengan mendeskripsikan data
dalam bentuk uraian kalimat. Dalam mengambil kesimpulan penelitian ini

mengunakan metode deduktif yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang
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umum hingga meneliti hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari rangkaian proses
pengolahan data dan analisi data maka akan ditarik sebuah kesimpulan.



VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

Mengenai dinamika pengaturan lembaga pertimbangan presiden di
Indonesia, sejak awal kemerdekaan, fungsi pemberi nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden telah dilakukan oleh DPA, yang keberadaannya diatur secara
konstitusional. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya perubahan dalam
sistem ketatanegaraan, DPA dinilai tidak efektif dan kemudian dihapuskan
melalui amandemen ke IV UUD NRI Tahun 1945. Tugas pemberi nasihat dan
pertertimbangan tersebut kemudian emban oleh Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) berdasarkan Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutkan
ditetapkan beradasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Pada akhir 2024
pemerintah dan DPR sepakat menetapkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Wantimpres. Berdasarkan Naskah Akademik RUU perubahan tersebut, perubahan
didasari karena adanya keinginan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari
Wantimpres tersebut. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak berkaitan
dengan aspek penting penguatan secara kelembagaan berdasarkan teori lembaga
negara seperti aspek kewenangan, tugas dan fungsi sehingga pada saat yang sama
perubahan yang telah dilakukan terkesan sia-sia.

Terkait kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, terjadi perubahan
signifikan terhadap kedudukan Wantimpres. Sebelumnya Wantimpres merupakan
lembaga pemerintah di bawah presiden, kini telah ditetapkan sebagai lembaga

negara yang bertanggung jawab kepada Presiden namun tidak berada di bawah
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Presiden secara struktural. Perubahan ini memang tidak melanggar ketentuan
Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi perubahan yang dilakukan tidak
lebih baik dari sebelumnya, karena perubahan yang dilakukan tidak benar-benar
bertujuan untuk mengoptimalkan keberadaan wantimpres dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Perubahan yang seharusnya dilakukan yang berkenaan
dengan kewenangan, tugas dan fungsi wantimpres tersebut, hal ini sejalan dengan
teori kelembagaan negara. Pada saat yang bersamaan ketentuan jumlah anggota

yang tanpa batas hanya akan membebani keuangan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka adapun saran yang dapat
diberikan yaitu :

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006
tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan yang penting untuk
dilakukan terkait aspek kewenangan, tugas dan fungsi dari Dewan
Pertimbangan Presiden.

2. Perlu adanya kajian ulang yang lebih mendalam bagi Pemerintah dan
DPR selaku pembentuk undang-undang dalam menentukan desain

format Dewan Pertimbangan Presiden dalam ketatanegaraan indonesia.
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